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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2021 Kota Padang menjadi sorotan masyarakat Indonesia,
munculnya penolakan atas instruksi pemerintah Kota Padang tentang
penggunaan berpakaian .:mlfls_lin_l/_ml}slimah__ _ bagi murid/siswa SD/MI,
SLTP/MTS dan SL"EA/ SMK/MA di Kota Padang. f’eﬁolakan tersebut diawali
oleh salah satu orang tua murid yang bersekolah di SMK 2 Kota Padang
mengunggah video percakapannya dengan pihak sekolah lewat siaran langsung
di akun Facebook. Dalam video tersebut, orang tua murid tersebut tampak
berdebat dengan salah satu pihak sekolah yang menyayangkan peraturan
tersebut dan mengaku keberatan jika anaknya harus mengenakan jilbab selama
bersekolah. Polemik tersebut ternyata mendapatkan banyak tanggapan baik dan
buruk dari berbagai kalangan di Indonesia.

Berbagai pemberitaan di media membuat menteri pendidikan indonesia
ikut memberikan suara teﬁtang kasué tersebut. 'Kasu.s. tersebut membuat
pemerintah mengeluarkan keputusan terkait pemerintah daerah dan sekolah
negeri soal seragam beratribut agama. Aturan yang tercantum dalam Surat
Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri itu menyatakan, pemda maupun sekolah
tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan
seragam beratribut agama. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito

Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Namun SKB 3 Menteri



tersebut tidak berjalan lama hingga pada 7 Mei 2021 keputusan tersebut dicabut
oleh Mahkamah Agung (MA) setelah adanya penolakan atas SKB 3 Menteri
tersebut oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)
Sumatera Barat karena menurutnya SKB tersebut bertentangan dengan UUD
1945 pasal 31 ayat 3.

Menyebarnya isu tersebut secara masif di media sosial tersebut tidak
lepas dari peranan Buzzer yang ikut memberikan opininya dan “menggoreng
isu” tersebut dengz_m. -memanfaatkan> media -sosi__al_ sebagai media dalam
menyampaikan opini dan menyebarluaskan isu sehingga mendapatkan banyak
perhatian oleh masyarakat akan suatu isu. Peran ini menjadi berbahaya jika
dimanfaatkan untuk membentuk persepsi dan pandangan masyarakat dalam
memandang suatu fenomena, bahkan hingga membuat dan menyebarkan berita-
berita hoax dan hate speech yang kemudian akan menimbulkan perpecahan di
tengah masyarakat. Kata “Buzzer” lambat laun mulai dipandang masyarakat
sebagai sebuah konotasi negatif, hal ini dapat muncul sebagai akibat dari
kegiatan tidak bertanggung jawab Buzzer di media sosial.

Berdasarkan hasil . pemantauan, Lembaga Studi ~dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM) tahun 2003, Peraturan y.ang dibuat oleh Pejabat
Pemerintah Kota Padang dengan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Padang telah menyetujui Peraturan Daerah No. 6 Tahun
2003 mengenai pandai baca al-qur’an bagi peserta didik sekolah dasar dan
madrasah ibtidaiyah. Kebijakan tersebut didasari oleh pertimbangan dalam
rangka mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan



bernegara sesuai dengan visi dan misi Kota Padang perlu diadakan pendidikan
baca tulis al-Qur’an bagi umat Islam sedini mungkin. Namun perda dimaksud
kemudian baru efektif tahun 2006/2007 atau kira-kira dua tahun sejak
disetujuinya perda ini.

Kemudian pada 07 Maret 2005 Walikota Padang mengeluarkan
instruksi dengan nomor 451. 422/Binsos-iii/2005 tentang pelaksanaan wirid
remaja didikan subuh dan anti togel/narkoba serta berpakaian muslim/muslimah
bagi murid/siswa SD__/M_I,-_ SETPMTS'dan'SLTAY SMK/MA di-Padang. Adapun
instruksi tersebut yang ditujukan pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang,
Kepala Kantor Departemen Agama Kota Padang, Ketua DMI Kota Padang,
Camat se Kota Padang serta Lurah se kota Padang dengan 12 instruksi dimana
pada poin kesepuluh berbunyi; *’Bagi murid/siswa SD/MILSLTP/MTS dan
SLTA/SMK/MAN se Kota/Padang diwajibkan berpakaian muslim/muslimah
yang beragama Islam dan bagi non-muslim dianjurkan menyesuaikan pakaian
(memakai baju kurung bagi perempuan dan memakai celana panjang bagi laki-
laki)*’.

Bersamaan dengan . instruksi.) Walikota Padang - milah kemudian
Peraturan Daerah ﬁo. 6/2003 menjadi efektif | diimplementasikan bagi
kelompok sasaran perda. Pada 30 Maret 2005 Dinas Pendidikan Kota Padang
mengirimkan surat pengantar Instruksi Walikota Padang yang ditujukan untuk
kepala SMP, SMA, SMK Negeri/ Swasta dan Kacabdin Pendidikan beserta SD
yang berada dalam jajarannya untuk menyosialisasikan Instruksi Walikota
Padang dimaksud dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sejak tahun

2005 peraturan tersebut masih tetap berjalan tanpa adanya permasalahan atas



kebijakan tersebut, namun di awal tahun 2021 setelah adanya kasus di SMK 2
Padang inilah kebijakan tersebut mulai banyak dibicarakan oleh masyarakat se-
Indonesia.

Salah satu contoh tweet dari salah satu Buzzer di akun twitter
@Dennysiregar7 dimana beliau adalah Buzzer yang menentang adanya
kebijakan memakai kerudung bagi siswi di sekolah negeri. Postingan tersebut
dimaksudkan untuk mengkritik kebijakan yang sudah berjalan selama 15 tahun.
Melihat postingan yang dia sampaikan-tetsebut -seol__ah-olah kebijakan tersebut
memaksa siswi dalam menggunakan kerudung saat bersekolah dan hal ini dapat
membuat publik gaduh dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Hal ini juga yang menyebabkan pandangan masyarakat khususnya non-muslim
buruk terhadap kebijakan dan khususnya sekolah negeri yang ada di Kota
Padang.

Dalam penerapan ilmu komunikasi, kasus tersebut dapat dilihat melalui
penggunaan media sebagai sarana komunikasi oleh Buzzer dalam
menyampaikan pesan yang - diunggahnya melalui platform media sosial
sehingga diakses oleh masyarakat dengan tujuan untuk membentuk opini atau
persepsi yang diharal;kan oleh Buzzer tersebut. Pe;sepsi masyarakat tersebut
juga akan berpengaruh terhadap citra dan reputasi sekolah negeri dan bahkan
Pemerintah Kota Padang dalam mengambil kebijakan. Dalam konteks
komunikasi Buzzer dinilai berperan menyebarkan gagasan dan membentuk
opini publik untuk membentuk persepsi publik. Gagasan dan opini yang

disebarkan oleh Buzzer ini dapat menciptakan paradigma baru di masyarakat



tentang suatu peristiwa. Buzzer bebas menciptakan suatu opini untuk
mempengaruhi pola pikir masyarakat dengan menggunakan media sosial.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Safitri (2020) yang berjudul
“Peranan Buzzer Politikk Membentuk Opini Masyarakat Melalui Tagar
#PEMILU2019 di Media Sosial”, pada penelitian tersebut pelaku Buzzer politik
menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi
dengan cara mengirimkan narasi-narasi ideologi atau mempopulerkan suatu
tagar tertentu sepert_i tagar i#pemilu2019. para -.Buz__ze_r ini-giat menyuarakan
pendapatnya melalui media sosial guna mendongkrak popularitas pihak yang
memiliki kepentingan, sehingga akhirnya masyarakat mampu tergiring
opininya sesuai dengan tujuan para Buzzer politik ini. Perbedaannya terletak
pada kasus yang diteliti dimana penelitian terdahulu meneliti tentang peran
Buzzer pada saat pemilu 2019 di media sosial, sedangkan peneliti pada peran
Buzzer pada saat munculnya kasus tentang kebijakan pakai kerudung bagi siswi
di Kota Padang.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiono (2020) yang
berjudul “Fenomena Industri, Buzzer. di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi
Politik Media”. Hasil.penelitian menunjukan bahwa. istilah Buzzer mengalami
pergeseran menjadi konsep yang secara umum berada di dalam konteks politik
dan memiliki stereotip negatif. Terdapat berbagai relasi antar aktor yang ingin
mencapai tujuan politiknya dengan menggunakan Buzzer. Pihak yang berkuasa
dinilai telah menyalahgunakan UU ITE sebagai suatu alat untuk menjerat
berbagai Buzzer dari pihak lawan. Dalam perspektif ekonomi politik, industri

Buzzer dinilai kerap mengabaikan berbagai etika, salah satunya dengan



menjadikan kehidupan pribadi seseorang menjadi suatu komoditas industri.
Munculnya Buzzer politik harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk
waspada dan mengkritisi pesan-pesan di media sosial, sehingga tidak
terprovokasi oleh industri Buzzer. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus
terhadap bagaimana peranan Buzzer dalam membentuk persepsi masyarakat.
Berdasarkan penjelasan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa Buzzer
memiliki peranan yang besar di media sosial dalam membentuk pandangan bagi
masyarakat -akan suatu thali Dari! masalah ter.sebyt_, penulis tertarik untuk
meneliti peran Buzzer dalam pembentukan persepsi masyarakat non-muslim
terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang tentang
penggunaan atribut seragam sekolah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk
meneliti dan membahas permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi dengan
judul “Persepsi Masyarakat Non-Muslim tentang Kebijakan Memakai

Kerudung bagi Siswi di Kota Padang yang Dibentuk oleh Buzzer”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi
masyarakat non-muslim terhadap kebijakan wajib pékai kerudung bagi siswi di

Kota Padang yang dibentuk oleh Buzzer?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan rumusan
masalah, adalah:
1. Mengetahui persepsi masyarakat non-muslim terhadap kebijakan wajib

pakai kerudung bagi siswi di Kota Padang yang dibentuk oleh Buzzer.



2. Memaparkan peranan Buzzer dalam membentuk persepsi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dalam penelitian ini, diharapkan menjadi sebuah sumber referensi yang
digunakan untu_k _rngar_}amhahl pcr_lgetah}_lar:l _Id_engan penelitian yang tidak
jauh berbeda. . >

2. Tulisan ini dapat menjadi suatu bacaan mengenai Buzzer dalam membentuk
persepsi masyarakat.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kajian ilmu
komunikasi terutama 'mengenai Buzzer dalam membentuk persepsi
masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bagi mahasiswa
yang memberikan sebuah informasi serta pemahaman_mengenai Buzzer.

2. Hasil dari penelitian il’.li dapat m;enjadi .pertil.nban.gan bagi pemerintah
dalam mengambil kebijakan yang akan datang.

3. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi perkembangan fenomena

sosial yang serupa di waktu mendatang.



